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PUTUSAN
Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Mrk
ZA L 7
Sl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 29 Maret 1998, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan
Gak, xxxx, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik
Merauke, Kabupeten Merauke, Provinsi Papua,

sebagai Penggugat;
melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 08 Mei 1988, agama
Islam, pekerjaan Ojek., pendidikan SLTP,
tempat kediaman Jalan xxxxx, Kecamatan
Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi
Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat memeriksa alat-alat bukti
Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11
Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Mrk,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1.
Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah nomor : 0296/038/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Penggugat di Kecamatan
Paleteang, Kabupaten Pinrang, selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan
Tergugat pindah dan tinggal di rumah sewa di Jalan Sumatera, Distrik Obaa,
Kabupaten Mappi;

3.
Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaurinia

satu orang anak yang bernama xxx, perempuan, berumur 5 tahun, saat ini
anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4.

Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
namun sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki
sifat tempramen sehingga sering marah dan berkata kasar, misalnya
Tergugat bertanya letak suatu barang namun Penggugat lupa, Tergugat
pasti akan langsung marah kepada Penggugat, Tergugat juga orang yang
perhitungan dalam memberikan uang kepada Penggugat, sehingga untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Tergugat Penggugat
memutuskan untuk berdagang;

5.

Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk berubah dan

jangan kasar, namun Tergugat malah marah dan bahkan beberapa kali
memukul Penggugat dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengatakan

ingin berpisah;
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6.

Bahwa pada bulan Maret 2021, Tergugat meminta izin kepada Penggugat

ingin pulang ke Kampungnya di Pinrang dengan tujuan menjenguk orang
tua, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali;
7.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang

baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami isteri terhitung 7 bulan lamanya;

8.
Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat

sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul
akibat perkara tersebut;
Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus
perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat
(XXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
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dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke,
Kabupaten Merauke, Nomor : 0296/038/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti ( P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, xxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mahasiswa, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten, Merauke, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi
sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang sah pada tanggal 15 Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah milik bersama di rumah milik orang tua Penggugat di
Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selama 1 tahun,
kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah
sewa di Jalan Sumatera, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi;
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- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan telah dikaruniai satu orang
anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
sebanyak dua kali;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
harmonis , namun sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering marah dan
berkata kasar, misalnya Tergugat bertanya letak suatu barang namun
Penggugat lupa, Tergugat pasti akan langsung marah kepada
Penggugat, Tergugat juga orang yang perhitungan dalam
memberikan uang kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangganya dengan Tergugat Penggugat
memutuskan untuk berdagang;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021, Tergugat meminta izin
kepada Penggugat ingin pulang ke Kampungnya di Pinrang dengan
tujuan menjenguk orang tua, namun hingga saat ini Tergugat tidak
pernah kembali;
- Bahwa setelah kepergian Penggugat tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri yang hingga kini
terhitung sudah 7 bulan lamanya,;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat
agar mau berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
Saksi 2, xxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mahasiswa, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, xx, Kabupaten, Mappi, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
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- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi
sebagai Teman Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang sah pada tanggal 15 Oktober 2015;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah milik bersama di rumah milik orang tua Penggugat di
Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selama 1 tahun,
kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah
sewa di Jalan Sumatera, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan telah dikaruniai satu orang
anak;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
sebanyak dua kali;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
harmonis , namun sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering marah dan
berkata kasar, misalnya Tergugat bertanya letak suatu barang namun
Penggugat lupa, Tergugat pasti akan langsung marah kepada
Penggugat, Tergugat juga orang yang perhitungan dalam
memberikan uang kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangganya dengan Tergugat Penggugat
memutuskan untuk berdagang;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021, Tergugat meminta izin
kepada Penggugat ingin pulang ke Kampungnya di Pinrang dengan
tujuan menjenguk orang tua, namun hingga saat ini Tergugat tidak
pernah kembali;

- Bahwa setelah kepergian Penggugat tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri yang hingga kini
terhitung sudah 7 bulan lamanya,;
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- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat
agar mau berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat lagiBahwa atas keterangan para saksi
tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan
Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali
pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis telah berupaya
mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana
dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal
31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi
Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh
prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak
dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung R.l. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh

mediator, Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan dalil syar'i:
Ao VIb 58 gt b el 586 0 € ) £ 00

Artinya: “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.“(Ahkamul Qur-an II:
405);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan

dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang
beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan
Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang
diberi kode P. berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea
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Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P tersebut,
merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai
kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan
Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Akta Nikah telah
bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, Penggugat dan
Tergugat saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, sehingga pengajuan
gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan
absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama
Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara a quo di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
Hakim telah mendengar keterangan dari saksi keluarga / orang yang dekat
dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan saksi tersebut adalah
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orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah
di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu
sama lain dan relevan dengan dalil-dalii yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,
maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga
keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil’keterangan Penggugat yang
dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal
tanggal 15 Oktober 2015;
2. Ba
hwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang
anak dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Ba
hwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2016, antara Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering
marah dan berkata kasar;
4. Ba
hwa atas kejadian tersebut antara Penggugat sudah tidak ada
komunikasi yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami isteri terhitung 7 bulan lamanya;
5. Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi,
keluarga dan Majelis Hakim selama proses persidangan agar rukun
kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas
dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran
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secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan
perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam
rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan vyurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya
menyatakan : "suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling
memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran
sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga
dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”, maka dari
fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan
Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi
harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan
seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir
batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat
dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar’i

yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kit
ab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi

adll o Lall adde gllb lg>g ] a> g ll ans, pac 2wl Ulg
Artinya : “Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah

sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan
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talak satu”
Kitab Al Bayan Hal 38;
tllosll wds (e paroo dwlaslls >

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada
mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan
pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab Nihayatuz Zain
Pasal Talag dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai
berikut:

Jooz ol Lgijumine e ua ¥ cus $ladl diaw GMb wgaiall og
"ﬂ" & le_.‘“j

ssle Joizi ¥

Artinya : “Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang
disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji
sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di
antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan

rumah tangganya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti
sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika "antara
suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Kompilasi Hukum
Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat
dapat dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan

Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud
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Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara™ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;

2, Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap
Penggugat (XXXXXXXX);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Awaluddin Nur
Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna
Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarko, S. HlI
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.
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Hakim Anggota Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Novia Ratna Safitri, S.H.
Panitera Pengganti,

Sarko, S. Hi

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 590.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- PBT :Rp 250.000,00
- PNBP PBT :Rp 10.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.,00
Jumlah 'Rp 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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